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PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pusat
Statistik;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 139);

S. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1522);

6. Peraturan Badan Pusat Statisik Nomor 7 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1585);
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Menetapkan

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
429);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk
memulihkan Kerugian Negara.

Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS
adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kepala BPS adalah pejabat Pengguna Anggaran/Barang
yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di
lingkungan BPS.

Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan
tugas fungsi BPS yang memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran di lingkungan BPS.

Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan unit kerja yang
melaksanakan tugas fungsi BPS dan memiliki kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan
BPS.

Atasan Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan
tinggi sebagai atasan langsung Kepala Satuan Kerja di
wilayah kerjanya.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai
aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas
selain tugas bendahara.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam
segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga,
dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup
yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk
menyelesaikan Kerugian Negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya
disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses
penyelesaian Kerugian Negara.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau
pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPS
untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat
penyelesaian Kerugian Negara.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan
dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan
bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Kepala BPS dalam hal SKTJM tidak
mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang
selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala BPS yang mempunyai kekuatan
hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian
Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat
SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPS
atau Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan
Kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah
lunas.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang
selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan
tentang penghentian pembayaran gaji.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur tata cara Penyelesaian
Kerugian Negara di lingkungan BPS atas uang, barang,
dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam
penguasaan:
a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon

pegawai negeri sipil; atau
b. Pejabat Lain.
Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang
bukan milik negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di
lingkungan BPS.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:

a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara
yang berada dalam penguasaannya dari
kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaannya dari kemungkinan
terjadinya Kerugian Negara.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya

baik langsung atau tidak langsung yang merugikan
keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian
dimaksud.

BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BPS
bersumber dari:

a.

b.

B o

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

hasil pengawasan Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala
Satuan Kerja;

hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan/atau Inspektorat Utama;

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

laporan tertulis yang bersangkutan;

informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung
jawab;

perhitungan ex-officio; dan/atau

pelapor secara tertulis.

Pasal 5
Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Kepala
Satuan Kerja, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.
Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja
dapat menunjuk pejabat atau pegawai untuk melakukan
tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2).
Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja
dapat menerbitkan surat tugas verifikasi.
Pejabat atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan
verifikasi informasi Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil
verifikasi kepada pejabat yang menunjuknya.
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan
mengenai uang, barang, dan/atau surat berharga dengan
bukti fisik uang, barang, dan/atau surat berharga.
Format surat tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan format laporan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal 6

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) terdapat adanya indikasi Kerugian Negara,

Atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja

menindaklanjuti dengan:

a. menyampaikan laporan hasil verifikasi informasi
Kerugian Negara kepada Kepala BPS dengan
tembusan Sekretaris Utama dan Inspektur Utama:
dan

b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan:

Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit memuat:

a. sumber informasi indikasi Kerugian Negara;

b. indikasi objek dan nilai Kerugian Negara; dan

c. unit kerja atau satuan kerja terjadinya indikasi
Kerugian Negara.

Laporan hasil verifikasi atau pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) tidak ditemukan indikasi Kerugian Negara,

Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan kepada

Inspektur Utama dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak diperoleh informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala
Satuan Kerja dan/atau pejabat atau pegawai yang
ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban melakukan
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. hukuman disiplin;
b. pembebastugasan dari jabatan; atau
c. sanksi lain yang ditetapkan dengan kentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN harus
menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan
Tuntutan Ganti Kerugian.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 9

Kewenangan Kepala BPS selaku PPKN untuk

menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

a. Sekretaris Utama untuk Kerugian Negara di
lingkungan BPS;

b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk
Kerugian Negara di lingkungan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan;

c. Kepala BPS Provinsi untuk Kerugian Negara di
lingkungan BPS Provinsi;

d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk Kerugian Negara di
lingkungan BPS Kabupaten/Kota; dan

e. Direktur Politeknik Statistika STIS untuk Kerugian
Negara di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan

Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara

dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.

Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagai berikut:

a. Kepala BPS Provinsi merupakan atasan Kepala BPS
Kabupaten/Kota;

b. Sekretaris Utama merupakan atasan Kepala BPS
Provinsi, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
Direktur Politeknik Statistika STIS; dan

c. Kepala BPS merupakan atasan Sekretaris Utama.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 10

Untuk penyelesaian Kerugian Negara, pelaksana
kewenangan PPKN membentuk TPKN.
TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari Satuan Kerja.
Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur pejabat atau pegawai yang berasal dari:
a. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi

di bidang pengawasan intern;
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b. unit kerja di Sekretariat Utama yang
menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan
dan/atau barang milik negara; dan

c. unit kerja lain sesuai kebutuhan.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi

pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian

Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari

Satuan Kerja lainnya di lingkungan BPS.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh

pelaksana kewenangan PPKN.

Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi

dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian

Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 11

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki

tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian
Negara;

c. menghitung jumlah Kerugian Negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian
Negara; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelaksana
kewenangan PPKN.

Format  kronologis terjadinya  Kerugian  Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum

dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf b diperoleh melalui:

a.
b.

pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui
wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga
terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang
dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢, TPKN dapat meminta
pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam
melakukan penilaian objek Kerugian Negara.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

Pasal 14
Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh
TPKN disampaikan kepada pihak yang diduga
menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan
tanggapan.
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan dikirimkan.
Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki
hasil pemeriksaan.
Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan
diterima.
Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan
atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kepada Pelaksana kewenangan PPKN paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan
diterima.
Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga menyebabkan
Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil
pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
Dalam hal pihak yang diduga menyebabkan Kerugian
Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
kepada Pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
Format hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan
permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
atau

b. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
Kerugian Negara; dan

b. jumlah Kerugian Negara.
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Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah
kekurangan uang, barang dan/atau surat berharga.

Pasal 16
Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan pendapat
atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8)
sebagai berikut:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui,
pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi
yang tidak disetujui.
Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) TPKN melakukan pemeriksaan
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi
pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
Setelah melakukan pemeriksaan wulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil
pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan
hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti
pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Pelaksana
kewenangan PPKN, untuk mendapatkan pendapat atas
laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, pejabat yang
diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
segera menyampaikan laporan kepada Kepala BPS selaku
PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan
dimaksud disetujui.
Format pendapat pelaksana kewenangan PPKN atas
laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan laporan kepada Kepala BPS selaku PPKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17
Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh
pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pelaksana kewenangan
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PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak
Yang Merugikan.
Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri,
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara
beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris.
Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk
SKTJM.
SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.
Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan surat kuasa menjual
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum
dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

opo o

Pasal 18

Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai
atau angsuran.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM
ditandatangani.

Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian
Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi:

a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang dinilai TPKN tidak memiliki
kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian
Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan
penghasilan atau pensiun sebagai penggantian
Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
yang dapat menjamin Kerugian Negara akan
terpulihkan; dan

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih
dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Pelaksana kewenangan PPKN mengupayakan

pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b

paling rendah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari

penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP dengan

mencantumkan jumlah utang kepada negara akibat

Tuntutan Ganti Rugi dan dilakukan pemotongan paling

rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari

penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun tiap
bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris yang disampaikan kepada Kepala BPS melalui

pelaksana kewenangan PPKN.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) disetujui oleh pelaksana kewenangan

PPKN.

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (8) memuat

paling sedikit:

a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

c. pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui
pemotongan penghasilan atau pensiun sebagai
penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan

d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan
penambahan jangka waktu penggantian Kerugian
Negara beserta dokumen pendukung.

Pelaksana kewenangan PPKN meneruskan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Kepala BPS

dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

Untuk jumlah Kerugian Negara lebih dari atau sama

dengan Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
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sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah), penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Untuk  jumlah Kerugian Negara lebih dari
Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), penetapan
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Kepala BPS.

Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (12), ditetapkan maksimal selama 5 (lima) tahun.
Pelaksana  kewenangan PPKN wajib melakukan
pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dalam
melakukan pembayaran dengan meneliti bukti setor
pembayaran sesuai dengan SKTJM dan catatan
pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban
pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pelaksana
kewenangan PPKN menyampaikan teguran tertulis.
Dalam hal pelaksana kewenangan PPKN tidak
melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (15) dikenakan sanksi administratif
atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dan ayat (13), dan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Pasal 19
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti
kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi.
Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan
Wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada
Kepala BPS selaku PPKN untuk diteruskan kepada
Majelis.
Laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2)
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.
Format laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20
Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan
laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pelaksana kewenangan PPKN atas nama Kepala BPS
selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat materi:
a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS
kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan surat tanda
terima.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui
keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, maka
Pelaksana kewenangan PPKN dapat menginformasikan
penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor
Kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
diketahui, disertai dengan surat tanda terima dari
Kelurahan setempat.
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat
tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS
dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

(1)
(2)

Pasal 22
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan
sita jaminan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani
pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 23
Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan
keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan
dengan surat tanda terima.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan
keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan  secara  tertulis kepada = Pelaksana
kewenangan PPKN dengan disertai bukti.
Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan
penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana
dimaksud ayat (1) kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk
diteruskan kepada Majelis.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk
mengganti Kerugian Negara.
Format keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 24

Kepala BPS selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian
Negara mengenai:

a.

(1)

(2)

kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas penyelesaian
Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19; atau

penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas
penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1).

Pasal 25
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, PPKN membentuk Majelis yang
berkedudukan di BPS.
Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan S (lima) orang.
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(3) Anggota Majelis terdiri dari:

a. Inspektur Utama selaku ketua;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Sekretariat Utama yang membidangi keuangan selaku
wakil ketua; dan

c. 3 (tiga) Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan
Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama selaku
anggota.

(4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat
penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Majelis dibantu oleh Tim Sekretariat Majelis.

(5) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada Kepala BPS selaku PPKN atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, barang, dan/atau
surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b;

b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19; dan

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang,

barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf

a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian
Negara,;

b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau

d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian
Negara.
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Pasal 29

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, barang,

dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan

putusan hasil sidang.

Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala BPS selaku PPKN mengusulkan

penghapusan:

a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 30

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, barang,
dan/atau surat berharga disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau  Pejabat Lain, Majelis dapat
memerintahkan TPKN melalui Kepala BPS selaku PPKN
untuk melakukan pemeriksaan Kembali.
Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS
selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada
Pelaksana kewenangan PPKN untuk disampaikan kepada
TPKN.
Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis
menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam
pemeriksaan kembali.
Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Pelaksana
kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kembali kepada Kepala BPS selaku PPKN
untuk disampaikan kepada Majelis.
Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
a. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
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Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
atau

b. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31
Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian
Negara dalam hal:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf
a; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5)
huruf b.
Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk
diteruskan kepada Pelaksana kewenangan PPKN.
Pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan
Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan
SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan

kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penghapusan:

a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN.

Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala BPS selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.



2023, No.984

-18-

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian
Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis
melakukan hal sebagai berikut:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);

memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian
Negara kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang negara; dan/atau

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian
Negara.

Pasal 34

Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk

menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara,;
dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
yang diserahkan kepada instansi yang menangani
pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis
berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau
dicairkan.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;
c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
dan

d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris.

Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Pasal 35

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf c, yang tidak terdapat pengajuan keberatan

dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai

berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1); dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian
Negara.

Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan

SKP2K.

Pasal 36

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan oleh Pihak Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3);

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Negara;

e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber
yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian
Negara.

Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis

memutuskan:

a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat

menugaskan TPKN melalui Kepala BPS selaku PPKN

untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi
yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPS

selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada

Pelaksana kewenangan PPKN untuk disampaikan kepada

TPKN.



2023, No.984

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

-20-

Setelah melakukan pemeriksaan wulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Pelaksana
kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan ulang kepada Kepala BPS selaku PPKN
untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 37

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c,

Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala BPS

selaku PPKN melalui Sekretaris Utama untuk menerbitkan

SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;

dan

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara
dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf f.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2)

huruf a dan huruf c.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis; dan

c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris dengan menggunakan surat
tanda terima.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui

keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh,

maka Pelaksana kewenangan PPKN dapat

menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan

pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima

dari Kelurahan setempat.

Kepala BPS selaku PPKN melakukan pengawasan atas

pelaksanaan SKP2K.

o
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Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 38
SKP2K mempunyai hak mendahulu.
Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga
mempunyai kewajiban pinjaman atau utang kepada pihak
lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian atau
pemulihan Kerugian Negara.
Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur
preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita
lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas
kreditur lainnya.

Pasal 39
Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan
kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
b. penghapusan:

1. uang, barang, dan/atau surat berharga milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN:
a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan

Penggantian Kerugian Negara; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, barang, dan/atau surat berharga milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau

2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit memuat materi:

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan

dari penggantian Kerugian Negara;
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b. jumlah kekurangan uang, barang, dan/atau surat
berharga milik negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. wuang, barang, dan/atau surat berharga milik
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.

Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian

Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.

Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian

Negara disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan,;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari
penggantian Kerugian Negara; dan

d. Pelaksana kewenangan PPKN.

Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan
penentuan nilai atas berkurangnya:
a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
c. barang bukan milik negara yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan; dan/atau
d. surat berharga milik negara
Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a didasarkan pada nilai nominal.
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Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c didasarkan pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d didasarkan pada:

a. nilai nominal,

b. nilai perolehan; atau

c. nilai wajar.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN
dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi
terakhir atas barang dan surat berharga pada saat
terjadinya Kerugian Negara.

Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai yang paling
tinggi digunakan sebagai nilai barang atau surat berharga.
Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan
dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan
selama umur penggunaan barang milik negara atau aset
yang dinilai.

Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan
dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal penilaian/penaksiran.

Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) huruf a merupakan nilai uang atau surat
berharga.

Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) akibat pelanggaran perjanjian kontrak kerja atau
ikatan dinas oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
ditetapkan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau
setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan
untuk mendapatkan suatu asset pada saat perolehan.
Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41
Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara
dilakukan atas dasar:
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3);
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b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2); atau

c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3

(tiga) kali.

Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang bertanggung

jawab atas Kerugian Negara.

Surat penagihan diterbitkan oleh Pelaksana kewenangan

PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM,

SKP2KS atau SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (1) ditetapkan.

Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:

a. lembar pertama wuntuk Pihak Yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
dan

b. lembar kedua untuk digunakan sebagai dokumen
pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.

Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara

melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti dengan
menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3);

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran
sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3); dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4).

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau SKP2K

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau
SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) diterbitkan;
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b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris belum melaksanakan penggantian
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf
b.

Format penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara:

a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan
dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara
melalui pemotongan pembayaran gaji;

b. pembayaran secara langsung dengan menyetor ke kas
negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada
Pelaksana kewenangan PPKN; dan/atau

c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak
Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam
surat pernyataan jaminan

Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan

dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan
disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara
dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris.

Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh

jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian

Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 43

Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti
Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan
jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,
atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan
dengan SKTL.

SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Satuan Kerja.
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SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah
melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal
SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM;
dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita,
dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan
SKP2KS atau SKP2K.

Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM,

pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan
barang jaminan.

Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan

yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K,

pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat

permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada
instansi yang berwenang.

SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran
ganti Kerugian Negara; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta
kekayaan.

Format SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 44

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian
Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang
seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan
permohonan pengurangan tagihan negara kepada
pelaksana kewenangan PPKN beserta bukti dukung.

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian
Negara yang telah disetor lebih besar dari yang
seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan
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permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti
Kerugian Negara kepada pelaksana kewenangan PPKN
beserta bukti dukung.

(3) Tata cara pengurangan tagihan negara dan pengembalian
kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Format permohonan pengurangan tagihan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan
pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 45

(1) Kepala BPS melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian
Negara kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang negara berdasarkan SKP2K untuk penggantian
Kerugian Negara.

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara
berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian
Kerugian Negara yang dinyatakan  Wanprestasi
sebagaimana dimaksus dalam Pasal 34, paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti
Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Kepala BPS melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian
Negara kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang negara.

(4) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Format penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 46

(1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti
Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa jika:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2); atau

b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1),

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak

Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau

Ahli Waris.

(2) Tanggung jawab Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti
Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan
pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak
Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau
meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau
Ahli Waris tidak diberitahu oleh Pelaksana kewenangan
PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 47

(1) Pelaksana kewenangan PPKN melaporkan penyelesaian
Kerugian Negara kepada Kepala BPS selaku PPKN paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tuntutan Ganti
Kerugian dinyatakan selesai.

(2) Kepala BPS selaku PPKN melaporkan penyelesaian
Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan
Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 48
Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam penyelesaian
Kerugian Negara berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan dan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 49
Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti
Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 50

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan
dari Tuntutan Ganti Kerugian.

(1)

(2)

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 51

Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan

penyelesaian Kerugian Negara secara tertib, teratur, dan

kronologis.

Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a. Kerugian Negara pada lingkungan BPS
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat
pengawas atau setara yang menangani fungsi
keuangan,;

b. Kerugian Negara pada lingkungan BPS Provinsi,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Politeknik
Statistika  STIS  dilaksanakan oleh  pejabat
administrator atau setara yang menangani fungsi
keuangan; dan

c. Kerugian Negara pada lingkungan BPS dilaksanakan
oleh Biro Keuangan;

Pasal 52

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
paling sedikit melakukan:

a.
b.

(1)

membuat daftar Kerugian Negara;

mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut
penyelesaian Kerugian Negara secara berjenjang;
melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan; dan

menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat
bukti yang terkait dengan peristiwa Kerugian Negara.

Pasal 53

Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan

kerja lain, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan

Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:

a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan
dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan
Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat
pemberitahuan dengan tembusan kepada Sekretaris
Utama, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra Kkerja
satuan kerja yang baru,;

b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar
Kerugian Negara; dan

c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara
berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala
Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja
tempat bertugas yang baru.
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Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja

atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang
baru melakukan:

a. menerima pemberitahuan daftar Kerugian Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian
Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan

c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian
Negara kepada Sekretaris Utama dengan tembusan
kepada Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Satuan
Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat
terjadinya Kerugian Negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.

putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara
kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah diterbitkan
sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih
tetap berlaku.

Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli
Waris yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Badan ini tunduk pada ketentuan Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di
Lingkungan Badan Pusat Statistik.

pengembalian Kerugian Negara yang masih berlangsung
berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan
Pusat Statistik, wajib diselesaikan sampai dengan
pengembalian Kerugian Negara dinyatakan Lunas.
Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti
Kerugian Negara, ditindaklanjuti sesuai dengan-ketentuan
dalam Peraturan Badan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023
Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
ttd.
AMALIA ADINGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Format 1
Surat Tugas Verifikasi Informasi Kerugian Negara

-

SURAT TUGAS

Sehubungan dengan adanya informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

3 .............dmsﬂmisnya.

untuk melaksanakan veriikasi pada tanggal ... ... sd .. . alas informasi terjadinya

Kerugian Negara akibat kekurangan ... (vang/Darang/swat berharga milik negava;
uang/barang bukan mikk negara)” yang diketahul dan hasd

(PENgaWaSan / PEMenksaan / 1aporan / INformasi / DEMIngan ex-omcio) berdasarkan
sural nomor . tangoal ... pedhal . ...

Surat Tugas inl disusun untuk dilaksanakan setelah selesal agar segera menyampaikan
laporan hasil verifikasi dimaksud. Mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas

Tempal, langgal
Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerga™

%) Disi nama satusn kevja fempst tegadings Kerugian Negsra.
) Pith salsh sslu.

www.peraturan.go.id
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Laporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Negara
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Iy
(¥
LAPORAN HASIL VERIFIKAS]
ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN e 9

I.  Pendahuluan
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Badan Pusat Statistk Nomor . Tahun ... ... tentang Taia
Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagl Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan
2. Surat Tugas NOMOor ............... tangoal ...............
8 Maksud dan Tupan
1. unluk membuklikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di

Engkungan T yang diketahui darn hasi .... (pengawasan/
pemeriksaan / laporan / informasi / perhilungan ex-officio) ™ sebagaimana
suratnomor .. ........... tanggal perihal . .

2. unluk mengelahui apakah ada Kerugian Negars akibal kekurangan
. (Uang/darang/surat bernarga milk negars; uang/arang bukan
milik negara) ™ di lingkungan .............. 7dan
3 untuk mendapatkan bukll pendukung yang dapat dipertanggunglawabkan
untuk mendukung hasil venfikasi dmaksud.
Il.  Pelaksanaan Verifikasi
(Jelaskan proses pelaksanaan venfikasi dan bukti pendukungnysa)
HI. Hasid Verifikasi
(Jelaskan secara ringkas hasy dan pelaksanaan venivas!)
IV, Kesimpulan Hasil Verifikasi

e e N A S s Ty e S e Y N e SNt G S AL R 7 e
Demikian disampakan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang beraku.
Ditetapkan di ...............
Padatanggal .. ... .
Pembual Laporan,
NIP

*) Dusi nama satuan kerja tempat terjadings Kerugian Negara
*4) Pl sslah salu.

www.peraturan.go.id
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Format 3
Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kepada Kepala BPS

-1

"

]
5\
Nomor W C o R e
Sifat . Rahasia
Lampiran - Satu berkas
Hal . Laporan Terc¢apat Indikasi Kerugian Negara
Yih. Kepala Badan Pusal Stalistik
u p Sekretans Utama
di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormal kami laporkan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan informasl dan  hasl ..
(pengawasan / pemenksaan /laporan /informasi / perhilungan ex-officio) ™ nomor
............... tanggal ............... perihal ..............., yanQ menyampaikan bahwa
adanya Kerugian Negara di ingkungan ?

2. Menindaklanjuli hal tersebul, kami telah melakukan verifikasi atas informasi
dimaksud dengan hasul verifikasi terdapat indkasi Kerugian Negara pada
lingkungan ... 7 dengan kekurangan .. weeee. (UaN@/Darang/surat
bernargs milk negars; uengfbarengmmmnegeraﬁ berupa
(sebutkan jenis dan jumiah vang danalau barang dimaksud) dan leclamw kaml
sampaikan laporan hasd venfikasi beserta bukt pendukungnya

3. Berkenaan dengan hal tersebutl di atas, kami akan memproses penyelesaian
Kerugian Negara dimaksud sesual ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor ... Tahun _...... tenfang Tala Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi
Pegawal Neger Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Df Lingkungan Bagan Pusat
Statistik.

Demikian disampatkan, atas perhatian Bapak/ibu ducapkan tenma kasih

Alasan Kepala Saluan Kerja
/Kepala Satuan Kena™,

Tembusan:
1. Sekretaris Utama.
2 Inspektur Utama

*) Diisi nama salusn kera tempst teradinys Keruglan Negers.
1) Fih salsh saty

www.peraturan.go.id
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Format 4
Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kepada BPK

N
&
Sifat : Rahasia
Lampiran . Salu berkas
Hal . Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth Ketua Badan Pemenksa Keuangan
di Tempat

Sehubungan dengan hal tersebul di atas, dengan hormat kami beritahukan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan informasi  dar  hasl
(pengawasan / pemenksaan / laporan / informasi / periitungan ex-officio) ™ nomor
............... tanggal ............_.. pedhal .............., yang menyampaikan bahwa
adanya Kerugian Negara di engkungan ?

2. Menindaklanjuli hal tersebul, kami telah melakukan verifikasi alas informasi
dimaksud dengan hasul verifikasi terdapat ndkasi Kerugian Negara pada
lingkungan _............. dengan kekurangan .. (uang/barang/surat
bemarga milk negera; uano’barang Ou*anmmam)’benm ...........
(seManmsdan)mﬂalwangdalmaubarangdmaksud)dmwﬂmkam
sampaikan laporan hasd venfikasi beserta bukll pendukungnya

3. Berkenaan dengan hal lersebut & alas, kami akan memproses penyslesaian
Kerugian Negara dimaksud sesual ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik
Nomor ... Tahun ... teniang Tala Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi
Pegawal Negerl Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Dt Lingkungan Badan Pusat
Statistik.

Demikian disampatkan, atas perhatian Bapak/ibu dwcapkan tenma kasih

Alasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kena™,

Tembusan
1. Sekrelaris Utama.
2 Inspektur Utama

) Dvisi namo kega tempat tefadinye Kerugian Negare
*%) Pilih salsh satu

www.peraturan.go.id
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Format 5

Daftar Pertanyaan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

i

.»y

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONCLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA ™

[ FERTANVAEN

NO.

SEbutkan nama dan \entias ands

1

"~

Apa bentuk kerug@n negara yang anda
ketahu?
o KEurangan uang. misal
- weniangen cang
- DUILS M3S3 KBIEN ANSS, 'S0
«  KENUrENgan Davang, MVsal
- eNIENgET KENOSrEaN aINaE
- kehiangen bareng Nventans, oS0
o Kekurangan soraf Derhaga misal
- @ehiangan dank garans!, dso

Z

Berapa jumish KeKLTaNGan LSNG barang surat
berharga milk negara dan/atauy uang/barang
bukan mdk negara dmaksud?

berapa kira-ra jumish kerugan negara?

Eagaimana anda dapal mengeahul kejadan
kerugian negara tersebut?

Tengan cara apa kerugian negara tersecut
dapat teiadi?

Ti3pa 53,3 (nama. jabatan, panpkat dan calam
kedudukan sebagal apa) yang tenndikas
taribat dalam kejadian kerugian negara, dan
sejauh  apa  dianggap turt  melanggar
hukumymelalalian  kewajitan  sehinpgs
mengakibatkan teqadings kerupan negara?

Epakan Fejadian kerugian negara Omaksud
sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Rl
astau teish ada keputusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tstap?

w

{Jika ada_lampirkan dokumennya)
Epakah ada pinak kehga yang arugikan. gan
berapa jumizh yang harus (1elah) dibayaran
kepadanya serta atas dasar peraturan apa?

"

10

Foakah 303 phak ketga yanpg dunaungkan,
dan berapa umlah sena a13s dasar ketantuan

3 negara dapat menuntut panggantsan

"

2

karrbal dan pihak ketiga dmaksud?

12

3

13

9 D0 nama Satuan aTe SBmpat fegacinys Marugien

=) Pertanyaan ronoingts 0Epa! aSesaiEn 0eNgan KEdutwnen pemerksaan

{Nsma Anggots TPKN)

www.peraturan.go.id
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Format 6
Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
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¥n

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
(UANG/BARANG/SURAT BERHARGA MILIK NEGARA atau
UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA)™

Pendshulusn
1. Dasar Pemerksaan
8 Persturan Badan Pusst Statistk Nomor .. ... Tshun ... .. tentang Tsta
Cara Penyelessian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendashora
Atsu Pejabat Lesin di Lingkungan Badan Pusst Statisti, dan
b Surst Keputussn Pembentukan Tim Penyelesalen Kerugian Negsara (TPEN)

Nomor ............... tenggal ...... oo tontEang
2 WMTWMMU

8 Untuk mengetahul Pegawai Negen Bukan Bendahars atsy Pejabat Lain yang
bertanggungiawab stas teradinya kekurangan ... (uangbarang/surat
berhargs milik negars dan/atau uangbarang bukan mik negara)” berupa

. . (sebufican jenis dan gimiah uang, barang danfatau surat berbarge
dimaksud),

b Untuk mengetahul penyebsab perbustan Pegaws Negen Bukan Bendshara stsu
Pejabat Lain dimaksud yang mengskibatkan terjadinys kekurangan .
{uWWnﬂkmmmMWn&
negara)”’,

c. Menghitung jumish kerugian negara stas berkurangnys ...
(Wmﬂmmumw"ﬁ
negara)”’;

d Menginventarisasi harts keksysan mili pihak yang diduga melskukan kerugian
negara untuk dijsdikan jaminan penyslessian kerugisn negars. dan

& Unbtuk mengetehui kronologis teradings peristwa kekurangsn
NWMMMMUWWM
negara)” dimaksud,

Palsksanaan Pemenksasn
(Jelaskan profi Fegawai Negeri Bukan Bendahara atsu Pejabat Lain yang dipenisa,
kronologis ternjadinya kerugian negara, pengumpulan buktl pendukung. penghitungan

Hasil Pernerksaan
(Jelaskan hasd peisksanaan pemeniksaan dimaksud, jumish kerugian negara, dan
harts kekayaan dan pihak yang didugs melskukan kerugian negars)

www.peraturan.go.id
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IV, Kesimpulan Pemenkssan

1. Berdasarkan hasil pemerksasn Tim Penyelessisn Kerugisn Negsra (TPKN)
terbukt bahwa terjadinys kekurangan {uangbarang/surat berharge
mﬂrnewadawmummulmnﬂ&nem)’bews
(mmmwungmmmummmm
...... (disebabkanbukan disebablan)” perbustan . e (mefanggar
hukumialsl)” dan ssudars .. NP m .....................

Z-Jumld'hwvmmomv-nem-dﬂ-t“‘ 'gan
(mdmtmmﬁmmdmmmm&

negara) ” dimaksud sebesar Rp. . (...terbifsng. ).

3. H-hhh-y-nni(m ynngdm-tcﬁdikm sebagai jaminan
penyalesaian kerugisn negars berupa:
B o e S S A R s
b mnuhmny-
{dw;lqi tvm ldwalgan uvvgfbarang‘wrd bm m perbuatan
melanggar hukum atau perbuatan lalai)

Demikian dsampaikan untuk dapst ditindskianjutl sesuai ketentuan yang baraku

Ditetspkandi .. ..........
1. Ketus TPKN 2. Anpgota TPEN
N SR PR S
3. Angpota TPKN
W

www.peraturan.go.id
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Permintaan Tanggapan Kepada Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Negara

I3
(N

Nomor SIS N LIS

Sifat : Rahasia

Lampiran : Saty berkas

Hal Hasil Pemerikssan Kerugian Negsra

N a7 S (Pihak Yang Dipenkes)

MWMmWymMnTmP«WsmWﬂW
(TPKN) kepada saudars stas terjadinys kerugian negars di lingkungsn .
mmwmwmwmmmmmmnw

. (terlampir), diperoieh hm":kn bahws

dengan ketentusn Peraturan Badan Pusat Statistik Nemor . -Tahun ... tentang
Tmmmmwmmmmwmmmm
Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Statistk, ssudara diben kesempatsn untuk
menanggapl hasil pemenksaan kerugisn mmmwu(mms)
han kena sejsk surst hasil pemerikssan dissmpaksn. Apabils saudsra tidsk memben

tanggspan sampai batas waktu dimsksud, maks saudara disnggap tidsk ads keberatan stas
hasd pemeriksasn dimaksud.
Atas parhatiannya diucapkan tedma kasih
Ketus TPKN,
NP s g i
Tembusan:

1. Atssan Kepals Sstusn Kenja/Kepsla Satuan Kena ™~

* Diisi nama satuen kedga fempet fenedinys Kerugien Negara
*) Fiiih salah saty

www.peraturan.go.id
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Format 8
Surat Pendapat PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Nomor

Sdat

Lampiran

Hal . Pendapat alas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyslesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesalan Kerugian Negara (TFKN)

Sehubungan dengan Laparan Hasil Pemenksaan TPKN nomor ............... tanggal
............... penhal ... ... denganini kam: sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan
#as laporan hasil pemeriksaan dimaksud besena bukti pendukung dan mempertimbangkan
ketentuan pada Peraturan Badan Pusatl Statistik Nomor .. . . ... Tahun .. .
lentanp Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pooawai Negeri Bukan Bendahara
Alau Pejabal Lain Di Lingkungan Badan Pusal Stafistik, kami berpendapal ..
(menyelywitidak menyetyw) ™ laporan dimaksud yang menyatakan htbukt bahwa

terjadinya toelanngan ............ (uang/barang/swat barharga milik negara; uangrbamng
Dukan mwk negara)”! . (dieehabkandukan disebabkan)’ perbuatan
(melanggar nukurmefau)*’ sandarn i NIP . ... jJabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan
(penuntutan ganti kerugian negars / pemenksaan wang feradap maten yang
ik Mww)" Sesuai kelenluan pada Peraluran Badan Pusal Statistik Nomor .
Tahun dimaksud kepada saudara ... ... (dengan mengupayakan sural
pemyataan kesanoowan dan/alav pengakuan bahvea kerugian dimaksud menjadi langguny
Jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negars dimaksud dalam benfuk SKTJM)™

Demikian Gisampaikan, atas pesatiannya diucapkan lerima kasih.

a n Kepala Badan Pusat Stabistik
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja™

NIP ... ..

7 Ovsl nama satwan kege tempal fagedinya Kerugian Negara

9 Plih ssiah saly.

%) Pamysiann inl aiambahken 60abNe PPKN menystufut kerugian negars alsebabkan perbuatan
roslangpar hukum sfau fakai

www.peraturan.go.id
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Format 9
Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN oleh
Pelaksana Kewenangan PPKN kepada Kepala BPS

Sehubungan dengan hal tersebut & atas, dengan hormat kami isporkan hal-hal sebagai
besikut -

1. Berkenasn dengan telsh terjadi kekurangan ... (uangbarang/sural berhargs milik
negara: uangbarang buian milk negers)” berupa . (sebutican jeniz dan jumiah
wvgbamgdawtaumrmmmm«!mw ......... 7. kami teish

klanjuti dengan bentuk Tim Penyelessian Kerugian Negara (TPKN) melalui
(teriampir), can sudah melakukan pemerksaan stas kerugian negars dimsksud
sabagsimana Laporan Hasil Pemeriksasn nomor ... ... tanggal ........ perhal
memWMmMMMMW
PPN dengan surat nomor ... tanggal . . .. perihal Pendapat atas Laporan Hasi

2. Berdasarksn hasil pemeriksasn TPKN terbukh behwa tenadinys kerugian negars skibst
lusuangan ......... (uangbarang/surat berhargs millk negara. uangbarang bukan millk
negera) © berups .. (sebufian jeriz dan jumiagh uang, barang danfisu surad
berharga dmaksud) dengsn jumish kerugian sebesarRp. . . (. tembdlang. ) ysng
........ (disebabkan/bukan disebabksn)” perbustan ... (melanggar hukum/
perbustan lalsi) ™~ derissudsrs ... NIP............. jebsten .. ...

Damiloan kami laporkan, stas perhatiannya divcapksn terima kasih

Kepala Satusn Kena/
Atssan Kepails Satuan Kerja™
SN,
Tembusan :
1. Kepala Biro Keuangan.

Y) Dusi nama satusn kens lempst tegsdings keugian negams.
* Pilih salsh satu

2023, No.984
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Format 10
SKTJM Pihak Yang Merugikan

SURAT EETERANGAN TANGGEUMNG JAWAB MUTLAK

Says yang bertanda tangsn & bawah ini,

Pangkat/Golongan -

Jabatan

Satuan Kera

Hamer KTRINIK SO

TeleponHP P

Almrmat

menystakan dengan fidek sken menark kembali behws ssye beranggung (swab ates
keugian negers sebesar Rp...............00 (... farbilang....) yang disebablan atas
kekurangsa ... .. (uangbarangsual barhargs millk regara uarabarang bukan
mili megara)”’ berups . [s=butian jeniz dan jumiah vang barang dan'sdau swrst
berhargs dimakeud)

1 Jumish kerugian fersabut felah says m gengan menyeiorkan jumiah
dimakzud ke rekening Kae Negars malsiwi ... padstenggsl ... ... (bukd
saforsn fefampe);

fatawu)”

2 Jumizh kerugisn negers fersebul akan says gent dengan menyeiorkan umish
dimaksud ke rekening Kaz MNegars mefalyi ... dalam jangha waikdu
7 dengan angauran bap bulan sebesar Rp.o . S T .

Apabia dalam angks wakiy di stas setelah sayas menandetangani permystssn in bemyats
sayR fidek menggent seluruh jumiah kernugisn. maks Negers depet menjusl steu melelang
barang pmman tersebut. Sayas menyadan babwa selslsh kelerangan ini dbuat tdak baleh
mengajukan pembetsan dii catam bentuk spepun.

Mangatahui -
Kepels Setusn Kere

" Pifit salsh =5ty
[ shibhat Iama 50 han kalender SKTM
k wmmm:mmmﬂm#t mwgmmm
pembayaran Kondis Tereniy bardssakan parsalyuan Kegals EFS Sasiama.

www.peraturan.go.id
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Format 11
SKTJM Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT KETERAMGAN TAMGGUNG JAWAB MUTLAK

Seya yang bertanda tangan o bewah ni,

bertindak sebagai Pmmnm-"r"m Memparoieh Hak/dhh Wans” dar pihsk Penanggung
Jawab Hensgisn hhg-l i,

Mama/MIP U S

Pengkat/Golongan N [

Jabatan e

Sedusn Kers .

Mamor KTPIMNIE s

Talepar/HP

menystskan dengan Sdak aken menark kemball babwe saya beranggung jEwsb stes
kerugian negara sehessr Rpo. ... . (__lerhilang...) yang dissbshkan stss
kekurangan ... .. ... ... (uangbamngSurst berhargs mik negars. wang'barang bukan
milfe pegara)” berupa (sebutan jenis dan umiash vang, barang darvstsu surst
barfargs dimakeud)

1. mwnwmrmaﬁmmwmmm
aimakzud ke rekening Kas Megars melaiul . LpagaEnggal
seforan terampir);

fatau)’

2 Jumizh kerugian mpegars lersebul SkER 238 gani dengan manyeloksn e

dimaksud Ir. refcening Kas MNegarn mefakd ... .. ... dalem jangke ety

............ " dengan angsuran fap bulan sebesar Fp.
Apabila dalam sngha wakiu di stes setelsh says menendstangani permyataan in temysts
saya tidak menggans seluruh jumiah kenagian, maka Megara dapat menjual steu melelang
bereng jaminan tersebut Seys menyaden behwa satalah keferangan ini dibuat tidak boleh
rengsjukan pembsatasn din delam bentuk spapun.

oo terbifang. ..

Kengatabus :
Hepela Satuan Kesja
Mederar
.................................... (Wama penanggung Swab Kerugian nagars)
MIF ...
Sekgi-saksi
1..
2. .

'jmmmmmrmmﬁ&n 30 han kalender sejak SHTAL
sefak SKTUAN adsndsiangan janghs wakiy
pembayEn Kondisi Terfeniu berdssarkan persefyuan Kepals EPS/SesEams

2023, No.984
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Format 12
Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Saya yeng bertenda tangan di bawsh inic

Nama/NIP
Pangkat'Golongan

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surst Keterangan Tanggung Jawsb Mutiak (SKTJM)
yang saya bust tanggal ... .. ... dengan ini saya menyershkan barang-barang, hak-hak
atas barang/surat berhargatagihan berupa.

a Tanah (sebutikan status Hak IMilkcHGE/Ads!, luas, lokasi, bukil

d r-gmmm(mammqwmm'm,‘

& Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilal, bukd pemiian, dll).
Wmnwm«b&nwmmmwmij
sebesar Rp . {...terbilang. ...

Zmbm-bum mmmmummwwm
mhwuegnnwddmhelnmlddeh

S (nm Eseion lVKapala Satuan Kegja)

.. dan

3 M in batwa b ba mm*-mmwmwmm
mum1¢mmwm:-ynpmnmmmwuam
sengketa dan ticak terdapst beban-beban lainnys.

4. Apabis sampai dengan tanggsl ... temyats says Sdak mampu mengembalikan
seluruh kerugian negers seluruhnya. maks barang-barang, hak-hak atss barang/surst
barhargatsginan tersebut pads butir 1 d stas saya sershkan sepenuhnys kepada Negars
untuk cijual. dilelang. ditegih staupun ditenma guna penyeiesaan kewsjiban saya untuk
bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud

5 Apabia hasil penualan’pelelangan/penaginan tersebut pada butir 4 di stas temysts
kurang dari jumiah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap
menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Halk/AhE Waris saya.

OMWWIWMMM4¢MW
Mhpm‘hwﬂmmmml sbalican, maka &
akan says atay Pengampu’Yang Memp dethdANany-mwmm
mwwmgmmhmmmmm
penjusian/palelangsn.

7. Bahws dengan pencaren [aminen stas kenugisn negers Inl tidsk mengessmpingksn
mwmmwmmwwammm kepegawaisn

rkan p perundang-undangan yang berialu

www.peraturan.go.id
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Cemilzan penyerahan inl says bust delam kesdaan sadar dan tanps paksasan atau tekansn

dari pihak manapun.
Tempst, tanggal
‘Yang Menerima Penyershsn Yang Menyerahksn Jaminan,
Jaminan,
meafarai

* WIFP, PangieyGolongan, Jabsten, Safusn Hens des jls yeng mensndslsngsni surst pemysiasn
merupskan Pegawai Neger Sukan Benclahars atau Pejabal Lain selabu pihak yang merugikan

www.peraturan.go.id
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Format 13
Surat Kuasa Menjual/Melelang Barang Jaminan

SURAT KUASZA LINTUK MEMNJUAL F MELELANG

Yang beranda tangan i bawah ini:

MNama/MIF PSS USRSRIY PR
Pangkat'Golangan ¢ ... . [

Jabatan e
Saluan Kerja
Nomor KTP/MIK
Telepon™HF I

dengan inl memiben kuasa kepada:

MamaMIiF | T
Fangkat'Golangan !

Japatan T L as

Saluan Kefja S

Dalam hal mi bertindak untuk dan aias nama Megara (Kepala Badan Pusat Ststistik) dan
dalam mietakukan:

khusus,
untuk dan alas nama pemben kuasa melakukan findakan hukum berupa menpual dan/alau
mencairkan berang-bareng, hak-hak stas barang swat-surat berharga, hak-hak ates

tagihan yang lelah diserahkan kepada Medara Sesuai dengan Sural Pemyalaan Jaminan
tanggal ........._..... uniuk disetorkan ke Kas Megara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Damikian surat kuasa ind diberikan dengan sublibusi.

¥ ang menenma kuasa ‘fang memben kuasa

matarai

* Disd nama satvan kera fempat feqedings fenugan negars

www.peraturan.go.id
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Format 14
Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara
(Kondisi Tertentu)

Momor

Lampiran © Satu berkss

Hal : Permohonen Penubahan Jangka Waktu
Panggentian Kenugian Negam

Wth

Kapala Badan Pusat Statistik
up Sekretars Lkama

di Jakarta

Sahubungan dengan Laporen Hesil Pemenksaen Tim Penyelessian Kenugian Megara
{'I'PKN] DOMION oo tamggal ... perihal Laporan Hasl Pemeriksaan

Hama™IF = .

sabssar Rp . [... Jevbitang. ...) yeng dissbabken perbustan lsls saye

Sesusl keleniusn Fasal gyat ... Persiuran Badan Pussl Sishstic Nomor
ta'rtmgTatuCuaPenyaesalmKﬂwlmNegam Bagl Pegaws Megen
&mﬂaﬂmmﬂmﬁuﬁmﬁmﬁtﬂm raks seya waph menggant
kzrugian negers dimeksud dalam wakiu paling lems 24 (dua puluh empat) bulen sejsk Surst
Ketersngan Tanggung Jswsb Mutisk (SKTM) ditsndatangani.
Berkensan dengan kel tersebud di stas, ssys memohon perubshan jangks wakty
penggantian kerugian negars sesus dengan ketentusn tersebut yakni 24 (dus puluh empat)
bulsn sejak SKTIM ditandatangani men@di ... [..terbiang. ..} bulan dan bersedia
melskuksn pembeysran melshd permotongan geplun@angen atsu pensun’  sebagal
penggantian kerugian negars dimakswd. Permohonzn tersebut says ajuksn karens
tﬂ'il{m slzzan atsu kondenys). deertsi dokumen pendukung sebagarmana
Bmipir.
Damikian disempsiken, stes perhatisnnya diucapkan terima kesih

Tampsat. Tanggsl ...
Pamghon

Tambusan -

1. Ketus Tim Peryelesalsn Kerugian Negera [TPKN);

2 FKepsla Sstusn Kera'astesan Fepals Setusn Kene dan
3 Hepals Biro Keuangan

* Fish salah safu
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Format 15
Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara
(Kondisi Tertentu)
o
Jakarta,
Nomor
Lampiran
Hal © Penetapan Perubahan Jangka Wakiu
Penpgantian Kerugian Negara
Yih, sar : . (Pihak Yang Mengsjukan Permononan)
B ey
Sehubungan dengan sural saudara nomor ............. langgal ............... perihal

penyampaian permohonan perubahan jangka wakiu pengoantian kerugian negara yang
terjadi akibat perbuatan kalal yaknl dan 24 (dua puluh empat) bufan sejak SKTJM
ditandatangani menjadi . ... [ .terb¥ang ) bulan, dengan alasan mengajukan
permohonan karena ... (sebutkan afasan/mondisl dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut @ atas, dengan memperhatikan alasankondisi dan
saudara can ketentuan Peraturan Badan Pusatl Statistik Nomor Tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan
Badan Pusat Statistk, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara mengenal
perubahan jangka wakiu penggantian kerugian negara dimaksud cisetujul / ditolak 7

Demikian disampaikan, alas perhaliannya ducapkan lerima kasih.

Kepala Badan Pusat Statisti /
Sekretaris Utama ™

Tembusan -
1. Kepala Satuan Kena dan Pihak Pemohon; dan
2. Ketua Tim Penyelesalan Keruglan Negara (TPKN):

*) Pith salah cafu.
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Format 16
Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai SKTJM

Tempat, tanggal
Homar
Larngiran :
Hal . Sural Teguran Melalakan Kevajiban Pembayaran
Atas Piutang Kerugian Megara
Wihosdr. (Fihak Yang Menandalangani SKTM
[

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTJM) fanggal van
yand saudara landalangani yang manyatakan bahwa seliap bulan saudara akan melakukan
pelunasan/pembayaran ates ganb kerugian negard yeng bemupa Piutang Penermaan
Wepara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Ap v Lo terbilang. . ).

Menurut penafausahaan Pidang PMEF kami, sampai sast mi saudara belum
melakukan pelunasanisembayaran atas gan‘tl keruglan negara yang berupa piutang FNEP
sebesar Rp... L larbilang. ) sesual dengan langgal jalub tempo ssbagaimana
tercantum dalam Surat Kederangan Tanggung Javab Mullak (SKTIM).

Qlah karena ilu, diminla agar saudara Segara melunasiimembayar lagihan barsebul
dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara paling lambat tanggal ..
Apablla saudara telah medakukan penyetoran, diminta agar bukti penyeioran [IEFKEHEEI’I
disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum malunesimembayar tagihan tarsebut sasual dangan tanggal
lersebul & atas, maka kami akan mengrilkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar makdum.

a.n Kepala Badan Pusat Statishk
Hepala Satuan Karja

MIF

*} Diizi pama aluan kers lempal 1aadingg kergian negera

www.peraturan.go.id
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Format 17

Surat Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris Dinyatakan Wanprestasi SKTJM

[

Uy

Tempat. tanggsl

Nomor

Sifst . Rehssia

Lampirsn © Sstu berkas

Hsal . Laporan Pihak Yang Merugks/Pengampw'Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris” dinystakan \Wanprestasi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dangan hormat ke laporkan hal-hal sebagsi
bernkut :

1. Berkenssn sdanys kerugisn negsrs di lingkungsn . 7 ysng disebsbkan
kekurangen ... umgbymgfwrarbelhavgam"egya uaigbaangbuﬁanmlt
negara) ' berupa (eabutkan jenie dan jumiah uang, barang dan/aleu surat
wanmm:;mwmm .............. wnm-o"am

2. Menindsklanjuti hal tersebut o stas, mwmmmmwm
kerugian negars darl ssudars ... (Pihak yang Merugkan/fPengampu/Yang
MMMWQmmmm&MWTWW
Jewsb Mutiak (SKTJM) tanggal .. - dan bertanggung jewsb stas kerugisn
negars ubu.Rp ................. (..m-g ..) yang skan diganti dalam jangks waldu

.. dengen angsuran tisp bulan sebesarRp............... (...terbdang.. ). Namun
n-nooi donoln bergkhirnya jangks wakfu sesuai SKTIM dimeksud. saudsra
belum melakukan pelunasan atas kerugisn negara

3. Sehubungan dengan hal tersebut di ates, saudera .. ... ... dinystakan Wanprestasi
kmn‘l.hllunlquublnponmuwnduwwmwdm

Damilkian kami laporkan, atas perhatiannys diucepken terima kasih .

Kepsls Sstuan Kena'
Atasan Kepale Sstusn Kera

Tembusan -
1. Ketus Majelis Pertimbangan Penyelessian Kerugian Negars.

*) Dwsi nama satuan kena lempat tegadings keruglan negara.
) Pilih salah satu.
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Format 18
Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Tempal, langgal............._.

Nomor

Sifad - Rahasia

Lamgiran - Satu berkas

Hal Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperaleh

Tih. . [ Kepala Saluan Kagadilasan Kapala Satvan Keral ™

salaku Fajﬂ}at Panyalasaian Kanugian Negara (PPKN)
&

Sehubungan dengan hal tersebut di 81as, dengan homat kami laponkan hak-nal sebagai

bkl

. Barkanaan dengan adanya kerugian negara di lingkuwngan ... ... “yang disebabkan
kekurangan ... ... (uangbarangsural berharga mik negara, vang'barang bukan milk
negars) ! berupa ... (ssbutkan jemis dsn mian uang hareng dansisy surst
berhargs aémakaud) sehagnl akibat pemuatan ........... rma'angga.r huderendsdal 7 dari
sEwdara ... . NIF . - .Jabatam ...

Menindaklanjuli hal tersebul di akas, kami lelah melakukan penunbutan penggantian
kemugian negara dari saudara . (eebutkan Fhak yang Mengikan”
PengampuYang Memperoieh Hakidhy I-"P'arr:.l namun saudara . .. lidak bersedia
mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk Surat Kﬂhrman Tanmnu Jawvab
Mutlak (ST}

Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTIM) bdak mungkin
dipersdsh darl saudara . ... (aebutwan Fikak yang MeruglanPengampuy ¥ang
Memperoleh Hak/dhi Waris), maka menurut pendagal kami kiranva penyesesaian
kemugian negara dimaksud dapal diproses lebih lanjul dengan menerbilkan Sural
Kapulusan Pembebanan Penpganiian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Diemilaan karmi laparkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasdh..

Kolua TPEM,

Tembiszn :
1. Kepala Birg Keuangan

% Disi nama satuan kega fempal tefadings kerugien negams
4 P salal saty.

2023, No.984
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Format 19

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPADA SAUDARA
PEGAWAUMANTAN PEGAWAIT PADA .. CaE RIS,
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

¥ bah-abadasab'lhpumhasimknm‘l’m lesan
Kenom Negara di Lingkungan Badan Pusat
s3udar ............ pemvmnm peqmi’ pada ............. r;
kakurangan

(vang/darang/surat berharga milik negers. uangberang bukan milik

negers) ’ berupa . (sebutkan jenis den jumiah uang barang
denfstew surst berharga dimeksud) dengan miah kerugian magara
sebesar Rp... _{ Serbiang. )mmm
mdalwarhdumhb dan saudars .

b. sdmm dengan huruf 3. saudara ... tefah
ban untuk mengembalikan kesslurshan kemupan

mmmd-mpm Surat Keterangan Tanpgung Jawab Mutiak

( 1

¢ bahwa akibat p mmmw-an
hunlb Nowa mengalami kerugian sebesar Rp .

... ferbils

d. s;c’wuwl dengan huruf ¢ dan dalam rangka men@Emin
knpemnom Negara apar mendapat sustu tagihan dengan hak
eksekusi sema berdasarkan laporan Tim Penyslesalan Keugan
NegndUnghmpnBlMPMSﬂ&lm tanpgal
menyatakan babwa Sumxuumpn Tlnggm'
JMHI‘k(S(TJH)H&mm terdapat alasan untuk

malakukan panuntutan panggantan kerugian negara kepada yang
barsangkutan berdasarkan Peraturan Nm:!s‘l’dun
22;1:36» T;'eaog:? W Negen Bukan Bsg;ah
=
Amu Pejabat Lain dan Paraturan BPS..NI.amr ..... .a‘I’Thun
Nager! Bukan Bandahar At Pejabat Lin D1 Linghungan Sadn

Pusat Stasstic;

¢. bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dmaisud dalam

21, Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tshun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4288,

2. Undang-Undang Nomoc 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharsan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551

3. Perasturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentsng Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Wrah tarhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Peabat Lain (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesia Nomeor 5034)

4 Peraturan Badan Pusat St:nstk Nomor . Tahun ... tentang
Tata Cara Penyelesaan Kerugian Negn Bagl Peom Negen
Bukan Bendahara Atsu Pe@bat Lan Di Lingkungan Sadan Pusat

www.peraturan.go.id
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Menetapican

FERTANMS

KEDUA

FELIMA

KETLULS

MEMUTUSKAN:

: KEPUTLIZAN HEPALA BADAN PUSAT STATISTIE TEMTANG

PEMIBEEANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEFADA
SALIDARA. ........  PEGAWAIMANTAN PEGAWA ™ FADA..

© Membstankan Penggantian Kerugian Negas kepads saudar ...
pepawal”  padas "

pagawalmantan sehesar Rp.... .
(. teshiang. ).

. Memerrishkan kepads saudars .. PEIEWAITEMEn pegawE

pads . .7 unbuk mengganti KErUEEn Regars sehesss Rp...

{mg}mummnmw rlmn-_u.lu
Rekening Kas Megara mengpunakan Surat Setoran Bukan Faiak (S3EF)
dengan kode Satuan Mera ... 7 dan kode akun ... yaitu
Pandapatan Paryelessian Ganti Kerugian Negara Techadap Pogawai
HNegen Bukan Bandahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan
puluh) kar sejak Keputusan Kapala Badan Pusst Statistic ini ditetapkan,

. Dahar hana kekayaan dan SEudars ... ... DEOEWENMEANEN pEgawal

- Dalam wakly 14 [enpat belas) har setelsh meneima Surat Kegutusan

Kepala BPS ini, saudara ... pepaviaimantan pegawai ' pada
........... 7 dibekan kulrrpl'un m menerima atau  mengaisian

fertulis d n dartai bukdi
#wmmﬂh ryslasaian Kerugan Nagars. e

: mﬁmwummmwmw*mm

kewEpinan saunars . pegawai'mantan pegawa - pads

"umkmerwam hm.uan negara dimaksud dalam Diktom
FERTAMA.

BPE il mempunyal kskuatan  hukum ok

:pﬂﬂ!.l'lllnﬂljl'hhm Pelsi=anasn sia jsminen Sebagamans

dimaksud dilskukan oleh Panitia Urusan Fiutang Negara (PUPN) yanp

. Mepuiusan Kepals BPS ini mulai berlaku pada tanpgal ditetaplan

Ealinan Km.mnln Kapala BFE ini disampailian kepada:
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:

Fepals BidanFlﬁa‘Shuﬂ:

Selratars Uama:

e

* \Dvesi pama saiuan kega lemps! tefadimys Herugian Negars.

=) Filih salah safu.
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Format 20
Tanda Terima SKP2ZKS
TAMDA TERIMA
Pada hariini ... tanggal ... tahun yang berianda tangan
diberwah ini:
Marna™iF fo,
Pangkal/Golongan R e foi,
Jabrtan
Saluan Karja
TaleponHP
Alamat Domesili
Talah mensnma Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kemugian Samantara
(SKPZKS) Nomor ... tanggal ... :
hdengatahui Yang manenima,
Kopals Saluan Kearja
HIP HIP
°) Dhitsd namra saduan kena femped fefadinys Kevugan megar.

www.peraturan.go.id
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Format 21
Surat Keberatan Atas SKP2KS

Tempat, tznggal

Lampiran | Salu barkas
Hal : Keberatan Atas HKepulusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKF2KS)

¥ih.

Kepala Badan Pusal Sialistik
wp ... [Kepais Safuen Kensddfasan Kepals Sstusn Kena)?
i

Sehubaumgan dengan Surat Kepulusan Pembebanan Pengganikan Kerugian Sementara
(SHP2KS) Momar . ceeeeo tEn@@al . patihal lersebal di atas, dengan ini saya,

NamaMIP e .
PangkatiGolongan © ... ...
Jdabatan © s R 1ER LS 48 1ARARE LA 18 1 1as s
Satuan Kena e
Telepon'HF e .
Alamat :

‘fang dinyalakan bertanggung jawab alas legadinga kekurangan ... ...
{uangbarangswal berharga milik megara; wangharang bukan milk negars)” berupa

(sehufkan fenis dan fumiah weng, bavang denefay sural berhamga
@maksnd) dengan jumlah kemugian negard sebesar Rp. . (. _benhdang. ) yang
disebabkan karena peruatan melanggar hukumdalar

Bercenasn dengan hel tersebut di atas, says mengajukan keberatan atas suret
keputugan dimaksud dengan akasan ) . (terfampir Bukl PERCUKIR
KetiEratan)

Demikian permohonan saya, alas perhatiannya diucapkan tenma kasih.

*1 Disi nama arganisastsalvan kega fempaf i=fadinya kenugian negara
5 B sakar san

www.peraturan.go.id
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Format 22
Surat Laporan Keberatan Atas SKP2KS

i ,
|
L
Nomor
Sifat - Rahasia
Lampiran - Satu berkas
Hal - Laporan Keberatan Atas SKP2KS
Yth.
Kepala Badan Pusat Statistk
u.p Sekretans Utama
di Jakaria
s Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormal kami laporkan hal sebagai
mkut
1. Berkenaan dengan telah ditelapkannya Sural Keputusan Pembebanan Pengganban
Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ... Tanggal ............ penhal
(terlampir) yang menyatakan bahwa spudaa
beﬂmoguno jawab alas lerjadinya kekurangan .. (uangbaram'surat

berharga milik negara; umgbarangbukanmnknegara)‘fbempa

(sebutkan jenis dan Jumiah uang, barang dan/atau swat berharga drmalcstm dengan
Jumiah kerugian negara sebesar Rp. (. terpfang ) yang dsebabken kKarena
perbuatan melanggar hukum / I3kl .

2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud o atas, saudara ..................

(sebutkan Phak Yang Menugiwanfengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahll Wan's)
mengajukan keberalan alas SKF2KS dimaksud.

3. Menmdakianjub hal tersebut i atas, maka untuk salanjuinya penyelesaian kerugian
negara dimaksud dteruskan ke Majeds Perimbangan Penyelesatan Kerugian Negara
untuk mendapatkan perimbangan penyelesaian kerugian negara dimaksud dan
terlampir kams sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan Majels.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan tenma kasi

Kepala Satuan Keda/
Alasan Kepala Satuan Kerja™

Tembusan
1 Ketua Majelis Pertimbangan Penyslesatan Keruglan Negara; dan
2. Kepala Biro Keuangan.

%) Diiel nama satuan kaga lempst lensdings keruQian negsra.
) Piih saloh sety

www.peraturan.go.id
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Format 23

Wanprestasi SKTJM

2023, No.984

Menimtang

PERTAMA

KEDUA

PENGGANTIAN
PEGAWAI? PADA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATIST
NOMOR . ot

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGUAN mm

PEGAWAIMANT AN PEGAWAI® PADA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

karugan mamuﬁqm—-wmmmn
Tangoung Jawat Mutlak (SKTIM) tangoal .

Babtwa sstwbungan dengan hurd b, samps dengan tanggal jash terpo Surat
Katerangan Tanggung Jawat Muttak (SKTM) yatu tangeal .. ..., jamiah

batiea skt pelanggaran sebagaimana Smakscd datam horuf &, segara masih
roengalacsl hergian sebesar Rp ... [ terDiang._.. )
Baties seiutiungan dengan hund d dan dalam ranghs mergamin kepectngan

mywmwmmmmMn
" uglan Negam o

Bakrea berd b . dimaksud dalam huruf 2, busif b,
bt ¢, huref d, dan honf o, mm WMMM
mmma\mwmwmﬂam .
pegawalimantan pegiwai’ pada

Undang-Undang Nomor 17 Tahen 2003 tentang K Negara (L
Negars Repubik indonessa Tahun 2003 Nomor 47, Y-nhmw-mm
Repubil indonesa Nomor 2288)

Nemor 1 Tabun 2004 tentang Perbendahacsan Negera
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemdaran
Negars Reputiih indonesia Nomor 4368);

Peraturas Pameatinish Nomor 18 Tahun 2014 testang Tata Cara Tunmuten Gantl
WMWMTMMWMMMu
Pejatiat Lain L ' Negarn Tabun 2016 Neeror 196,
T.mummpnwnmmnm

mummmum Tahun .. ., entang Teta Carn
Perypolossian mﬂqi m.wmmmu
Pejshiae Lain D5 Linghkungan Badan Pusst

MEMUTUSKAN:

¢ KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTK TENTANG PEMBEBANAN

muemmmm.. ... PEGAWNMANTAN

www.peraturan.go.id
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KETHSA ¢ Memennishken kepsds Mepsts ... 7 paling tamibat 30 (liga pulsh) han ssjak
Baden Pussl Staisii in disshifisn unbuk meryershken upays
mhhlﬂ.\uﬂﬂhﬂdﬁ“ﬂnﬂnﬂuﬂluﬂq"ﬁpnﬂlﬂm”
] peng piltang nogars sesai dengan kederuan
perELran penrdang-undangan.
KEEMPAT 1 Pery mmm@mmmmmn

mgnymg“gmmumamm‘-d keleniuan

pErumdang urdangan

KELIMA : Menual sy mencairkan barang pminan saudara . . yang disemahian
krpads Panitia Urusan Piutang Negana (PLIPH) yang rnﬂmrl;ml wnﬂlm
mears uriuk pengem balism kerugisn nenans dimakesud datam Diktum FERTAMA

KEENAM  Kaputusan Kepats BPS ini mulai bedaio mda tanggal disetapian
Salinan Kepuusan Kepala BFS nl dssmpakan wepads

Wenus Badan Permeriiss Meusnge,

Fenia Majnis Partibangan Perysleaaian Hanhagan Nagaia BPS
Hapala lire Meuangan;
Fepata Batzn

[ Ty

Henahlaan Kepaa Satan Kegal;
Smuiars ... p[EgEESlTSESn pegeast peds " unguk
el iia ks shosn dan d ireshiose
I:habphn:hm
pascts Eanggal .

HEPALA BADAM PUSAT STATISTIK

R )T LET TR
) Dl nama Safuan ineE empal evadingg beugian regad,

www.peraturan.go.id
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Format 24
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) karena
Keberatan Atas SKP2KS

mummmwm PUSAT STATIST
NOMOR ..

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA...........
PEGAWAMANTAN PEGAWAI? PADA ..

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
AMonmitang Coa bebwa e PRI pawn T pads .
peranggug jewad atas tenadinya kelrangan .. (LERgOSEIgSUET
mmmmnm,mnm 2EMEGa AMSKSUT) akibal
;m untuk gembaliian heselunhan kerugan negira sepmiah
f Z]
b babwa skibat dimakaict dalarm hund a,
mengslami kenigisn ebesar Rp (...mvoieng
o habwa sshutungan dengan hunf b, ssudara .
hewajtan  untuk 9 tusruts
[ CARTIRINR dengan Bdsk
secars damal yaliu Sdsk menandatangan Sunt Keterangan Tanggung
Jwabs Mutiak (SKT.

MNWJUWMMW i tm
mmm&mmml’mhﬁ

mu;ummmwmmkmm

Inn@n :pnd- T pegawalmanian  pegawal® o-u

Ll mmmmduaamwmma
Pueat St U Wanmm
mm’m. s 4.,'45

t mmamm hund e mef L o

- 3an surat
h-m s P ' Penggantien Kengan Sementara Nomor

9

9 mwmnmvmmmnmhpwn

h. bahws bend didam heruf o, et b,
mnmamuc mn" mmgmummm
Badan Pusat 5% hmvu llmqin Kepaia

s o WM’M
Mangingst © 1 Ungang-Undang Nomat 17 Tahun 2003 tentang Keusngan Negera (Lemaran

Negaca Rapublk indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Le|
Regubiik insonesa Nomor 4286) |

3. Peraturan Pemerntah Nomor 38 Taben 2016 wotang Tacs Cara Tumutan Ganth

mwrmpr-wmmuu
Pojatiae Lain {Lembaran Negara Repubik indoresia Tatun 2018 Noesor 196,
! L Negara Reputslic Nomor

8838 :
4 Parsturan Bacan Pusat Stalissk Nomer Taben . ... lestang Tata Carn
wmmmmw-smwmAnu
Pojabiat Lain Di Linghungan Badan Pusat Statissik

www.peraturan.go.id
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MEMUTUSKAN

Menetaphan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENBEBSANAN
PENGGANTIAN KERUSIAN KEPADA SAUDARA ... . ... PEGAWAIMANTAN
PEGAWAIT P, dididiaui?

PERTAMA ! Membetiankan penggantan ugian  kepacks sabais 0
pogewni’ pada T ebenar Ry ‘ (. fertheng...)

KEDUA t Repads s e R mesdithan kevugian negara
dimatsad dafam Diiuen PERTAMA palisg s e (- SSDNERG....) bulany
sepk yang - Kapub, Kepala Pusat Statistix ind

KETGA ! Daftar harta " mik e e POGEWAIMArtAn pegawal® pada
srans Tadalah

KERMPAT Momaterishican bngads Kapats 7 paving Eambat 7 (48] hael kerja snjak

Kepala Baclan Pusal Statesik | dialapioan menertithan Sural Penaghan
(5Pn) Ketign kepods saudars ... ... tan pegewsi’ pads
............. cssbesw Ry ... (. fetheng..).
KELMA | Memenniahian hepads Kepals ... Y setnlah janghs wakiy dimalsud detam

Diktum KEQUA seriewan dan tdak ada pemuthan kerugan negars dmaksud daam
Diktum PERTAMA, untuk y uprya £l uglan negara kepads
Paniia Unacan Plutang Negara (PUPN) yang berwenang metikcwsskan pengurusan
pheang Negars sasus dangan 0 ]

KEENMAY | Poryarshan penaghan kepads Paniia Urussn Putang Negara (PUPN) atas kerugian
negars yang wergalnmd Kemascaian Glabifan sesusi dengan kefentuan persturan
penndang-endsngan.

KETUMN 1 Kepuusan Kepsts BPS i muksl beraku piads tanggal dtetapian.

Ditmtapican di Aakantas

9 P saan et
= DiisI nama S3%aN Kers lempat SEcNyR Kengian fegers

www.peraturan.go.id
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Format 23
Tanda Terima SKPZK

Pada hari ini o
tangan di bawah ini:

MamaiMIP
FangkatGolongan
Jabatan

Satuan Kerja
Telepon'HP
Alarmat

telah menerima Sural Keputusan Pembebanan Penggantian Kemugian (SKP2K) Nomar
A ctanggal..............tenténg.. .. ...

Mengetahui Yang menerima
Kepala Satuan Kerja/

Alasan Kepala Satuan Kerja®?

HIP MNIFP

*) Pilih salah saly

IANDA TERIMA

. tanggal o tahun. ... yang berlanda

www.peraturan.go.id
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Format 26
Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTK
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ... ...
PEGAWAIMANTAN PEGAWAI® PADA e
KEPALA BADAN PUSAT STATISTH

onimbiang & bahwasaud = imartan pegaws? pads ... .7 selaku

b babwa akbat pstanggaran ssbagaiana dmoksud dalam hunf a, Negara
mengsiam kerugian sebesae Rp. ... . (. EDiang.__k

c wmmnwtnuhm e telah metanggee
kewajitan  untuk e h hengian segara  sejumiah
Rp. .o (.00rDEENG...) dergan Sdak b y ugial
nogers secarn damal yallu Sdak mensndatasgenl Surst Kelerangan Tanggung
Jarwab Mutiak (SKTM);

d um. g ar gan hurd ¢ ssud e dengan surat

tangoal . - Aas Knpistuean Badan
Pum 51“ malo Punbeharm Pmmm Kenqm Semmentara Nomor
. langgal ... .. iestang .

e babwa sshubungan desgan hund d dan berdasarkan ketermn Pecaturan
Pemerntsh Nomor 38 Tahun 2016 testang Tata Cara Tumtitan Gans Kerugian
NegaraDserah Terhadss Pagenal Negen Bukan Bendshara Atau Pejabat Lain
mmmnnmmwmmm . Tatwn . eriang
Tata Cara Peny Bag Pegawai Neger Bukan Bendahara
mmunuqununmmmm

uglan Negars di inghungan Sadan Puset Statstik
TMM nlsh mangadakan Sidang Maglis pada sangg el
amumu.hm ......... “tanggal . ...

1 babwa sahubungan dangan hurdd o Majalis Per gan Perryal uga
MGWMH—MTMM e

pegaaalmantan pagawel’ pads 7 mwm
Kerugian Sernentara Nomor . ... anggs

uanyDErEng buKEN MK NEGEE)"" berupa .. waznmmn
mmmmmnmmmmmn
MESNGFSr NUMIBIEI dari saudars

g Sabwa sehubungan dengan hund |, Majelis Petimbangan Penyelesalan Kerugan
Nogars & Lingkungan Badan Pusst Slatietik Tahun Anggarsn
Mummmhwnm&dﬂnmhﬁn
mxmmgnumammm

uglen Negara . pOgEwWAMAnian pogaws pd.
7 dan penghapusan

bemarga mik negers; Mwwmum N i
ﬂwﬂﬂnmmm”sn’w" ..............

h  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dmaksed datam huruf 2, dund b,
hund ¢ hun d, hand e, hund £, dan horuf g, perfu menetaphan Keputusan Kepala
Badan Pusal Stttk ertang Permbobassn ﬁw W Kepads

Mengngat S | mmi1rnnmmwmmn
mwuwrmwmu* h
Regubik Indomesia Nomor £2667

2 UntangUndasg Nomor 1 Tahes 2004 P L
(Lembaran Negaes Repusl lwrmmms ?-wu-mn
Negara Repibik indonesia Nomor £4365);

3 Persturan Pematintsh Namor 34 Tahun 2016 lestang Tata Caes Tustutan Gandl
Kongian NegaraDsersh Torhadep Pegresi Negeri Bukan Bendshars Aty
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik lsdonesia Tahun 2096 Nomor 196,
Tambshan Lembaran Negara Reputi ik indonests Nomor 5834)

L gad
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Menetapian

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

& Persuran Badan Pusat Statistik Nomor g tentang Tata Cars

TMManT.MMMWSHIMM
Bendatarea di Linglungan Badan

MEMUTUSKAN:

¢ KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBEBASAN
PENGGANTIAN KERUGIAN ICEPADA SAUDARA PEGAWAIMANTAN
PEGAWAIY PADA

H Mmmmm kepada Kepats ... " gusulb san

Dermamgs MK negaE
mmmm’ datam pongustaan ssdiaes

atee (GangRemng st
mmnpu mew“wmn
perauran perundasgUurndangan.

! Keputusan Kepats BPS in mistal bedsku paca tanggal déetapkan

Dietapian di Jakarta
pacta tanggal —

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

DUS! Nama S3NUEN e Tempat IEEanyR KegiEn negera

2023, No.984
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Format 27

Surat Penagihan (SPn)

Taman Kega (1] Bagan Fusa SiaiE [T
Koda (P SUHAT PERAGHAM (5PN Lambar ks
B dokumesn surmber Fhatang TOR besupa Surat Keputsan feetang {51 ... gl 6]
Mamer . (T] pary orbezdtan chet 1B e peala pegaraaspal g vany kiscbul 4 besat
Prrpelzean Putarsg TGH e K Kisgara menpgenaas vade-hde
Marma 8 whiaga berik
Mamat 110 w“"m""m 1 [ |
Hares menyeior ot Kas hiegar Unit Drganbsasi Lo L TR S |
aeaesar IFe T | suae erm 1 [I—
Dvengan hanf Frrr— Lekasi o LT SO S |
Janm Kawenargan R} s 1
Lbenen Furtang [T Funge & i 1
Suz ungu & i 1
B Frogam ... [T SO 1
baryarican makaligen”? IMparkon secars angueran’  Kegiala SR |/ 1
ﬁ."“""‘ T PR |, Sk ki megswan Dl LT S |
b Bemaasgmuran
&Ra. . EL.. derux balanja & i 1
B L e PRI an PHER TR S TR S i
Eefialian

1 Swal penaghas m hasss darepan bak-bak

Seliap peryelonn alis Lagiban i) apa pada b el
hewicataan dicarhimban tanggal ran nami Gurst Fenspinan
ni.

Apails peryeloran dlsaban sendal ke bank perseqal
maka pavalaan menggeraican kode-bode mauae ana
sebipgaimany lenebl & st bereudian folvkop bakd
petpElian IZISELT DraaTabAn WeZadd SOLAT LGSR
hernarghutan

Surst penaghan m cerakw sebaqal wrat pensginan
Pertama ! Kedhua | Ketigs ™

114

alas aarva Kepala Basan Pusa Slans

o DN Sl dErpAR S Sevapatn Mg TOS

= PR e sety
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Fatunjuk Fangislan Swat Penaghan

Uralan Islan

L]

[l dengan nama =atuan kera

ZF

e dengan keoa satkar

13
14

D=l dengan namer surat penagihan
L= dengan lembar sural penaghan
. Lembar Mm”ﬁﬁhm@“m

b Lembear kedus unluk usil welesamn kerugian negers unhk dgunakan sshegai

dubmprmlmpud:mﬁnm'

15
16}

Ciisl dengan uralan surat keputuzan
C#= dengan anggal surst keputusan

1T

[iisl dengan nomor surat keputusan

IR
(9%

L4=l dengan pejabat yang menerbitkan sural keputuzan
Cw= dengan nama phak lerutang

| T}

Disl dengan alama plhak tenulang

]

D=l dengan jumizh pistang PREF dalam angka

(12}

D= dengan jumish pistang PHEFP dalam bund

13}

Dilsl dengan uralan pitang PHEP

73]

D=l dengan ta [ash tempo pemizayaran pulang FREF (3232 bulan terhfung seik jauh tempo

pRmEAyATan ji FHEF

T

Diisl dengan angia yarg menunjukkan barapa kall piutang FREIF akan diangsw

| TAE]

D=l dengan niial niplsh per angeuran dalam anglea dam hund

]

s e an ANGGA [a%h 16ee(s0 pAmEayaran aregsaran

(i)

Liisd dengan uralan mmdnl:nrrmﬂum u«;m.wmwm a. Lokasl, Joenis
Erwenangan, ingsl. seb fungs, program, kegatsn, muipul, jenis belang, skun phalang P

i1

Diisi dhengan emgsal dan langyal perandatanganipenailidan SPa

ELT

st dengan nama dan NIF Kagala Sawan Bajja basangsinan
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Format 28
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)
K A
'&_'
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)
| ——

Kepala . ... 7dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp . .
(. temllang ) atas nama saudara ..., yang verdasarkan Surat

nomor . . tanggal ........ dengan )angka waktu
yang ailetagkan untuk mengembalikan kerugian negara selama . sefta yang
ditagin dengan Sural Penaginan (SPn) tanggal nomor s
telah dibayar lunas.
Sehubungan dengan saudara ..., . telah melakukan pelunasan gant kerugian

negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminanipengempaian harta

Kepala Satuan Kerja/
Alasan Kepala Satuan Kerja?
NIP.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemenksa Keuangan,

2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara,

3 Panitia Urusan Putang Negara (PUPN)

4 Sauwdara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperolen

Hak/Ahll Waris)

Y Dusi nama Safuan baga 1empat IB0acnya KUGIEN Negars.

*  Sebutkan penatap 9 qan Mogara SKTIM, SKP2KS atau SKP2K

= S apabia pei ciakuican deng SPn

Ass) Pl saleh saly

Pponomw barang jaminan, ks SKTL dierdivan afas 0esar palunasan SKTUM
9 yRAN yang diela, ke SKTL atas dasar SKP2KS atau
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Format 29
Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

Lampiran - '
Hal . Permohonan Pencabulan Sita Alas Hana
Kekayaan a.n. Savdara ..

Yth Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
di.. P

Sehubungan dengan hal tersebut o atas, dengan in} kami sampaikan bahwa saucara
oo, 3, o3l melakukan pelunasan pivtang ganti kerugian negara sebesar
- ORI (...terbilang.. ) yang berdasarkan Surat CIBIR, = o ociesineran
tanggal . . “J, dengan Jangka waktu yang dietapkan untuk mengembalikan
kequgian negara selama sefia yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn)
tanggal .. e OMOL ~ dan atas pelunasan piutang denaksud kami lefah
menerbitkan Surat Ketetangan Tanda Lunas (SKTL) nomor......... Tangoal ..
(testampir)

Berkenaan dengan telah diakukannya sda atas harla kekayaan an. saudara
..... ....."7 oleh PUPN sesual dengan Surat Penntah Penyitaan nomor ... ... ...
tanggal....... . dengan Berils Acara Penyitaan nomor... tanggal...........
denomnkzmlmengaaukan permohonan pencd:umsdaaias hatta kzakayaan a.n saudara
............... diakukan pengembakan harta kekayaan yang disita kepada

":

Demikian disampaikan, atas perhatiannya ceucapkan tenma kasih

Kepala Satuan Kerja

9 D-mmmmnmmkmm

% izt nama Finok Yang A Hak/ARN Warts.

o | mmmumm&mmmmmm SKP2KS, stau SKP2K.
w7} & " spabia SPn.
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Format 30
Surat Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada PUPN
(SKP2KS)

Nemer -
Lampiran . Sam beskas
Hal - Pemyershan Upava Penagihan Kerugian Negara (SKP2KS)
Kepads Yang Terhormat
Ketea Panina Urusan Plutans Nezara (PUPN)
di tempar
Selubunean dengan kaves keruwian pesars yang terjadi & linsinean Badn Pussr Staefatik

am sampaikan hal-bal sebagzi berdat.
NPl .. dengan kemugian pegara sebesar Rp . (onerdilavg. ).

2. Surat Kasterangan Tanggung Jawsb Mutlak (SKTAM) sebagai itikcad balk penyelessian kerugian
negara tidak dapst diperoleh. Oflek karens ity diterbitisn Sursr Keputussn Penbebansn
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

3. Badssmian keputian Majelis Pertimbangan Pemyelesaian Kemgiam Negam BPS
tangeal . ... Nomor....... ., GQipumskss bshwa upaya penssihan kerugisn negara

4. Sebazau kelengiopm proses pesyersham upaya perazihar maka ke lavprkan:
2 KTP Pihsk Yang Merugican
. Surat Laporan SKTIM tidak dapat diperoleh
¢ Swrat Kepumsm Pembebansn Penssamtion Kerugim Semessars (SKP2KS)
d Tanda Teruma SKP2KS
& Surat Ksberstan Atss SKP2KS (o aday
£ Swat Laporan Keberstan stas SKP2KS (ika adg)
£ Surat Penazihan (SPu) Perams Keduz, dan Kengs
B Surat Teguran Melslaikan Kewajba Pembayaran
i Hasil Putesan Majelis Pertivbangan Kerugian Negara
J- Surat Keputusan Penbebanan Pengrantion Kerugian (SKPIK)
Demikisen ke laporian atas perhariawnva ke ucaplom terima kasih,

Kepala Satuan Kerja

% Dtz nama sccuam 86770 empar epadinga Serugian negra
4 Piiih saiah oy
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Format 31

(Wanprestasi SKTJM)

i

Nemor -
Lampuran . Sam berkas
Hal . Pemyerghan Upaya Penagihan Kerugian Nezara (Wanprestas SKTIN

W e S
Kapads Yang Terbormat

Katea Panitia Urusan Protang Negarz (PUPN)

i tempat

Joai samipasican hal-bal sebagzi berdcut.

1. Terdapat kasus kerugian negara atas Namida ... D | LR g
2 ./omg ... telah menandatangam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SETIM) sebaga

itikad baik pexryeleszian kerugisn negara, namun hingza tangzal jatub tempo yang bersangicutan
bedum menyelesalican kewaditarmya Oleh karena ity yang bersangiutn dinvataioon Wismprestasi

Nomex......... —, diputasican bakwa upays penseihan kerusise sasars diserabloan kepada Pasitia

. Sebaga kelengicapan proses penverahun upaya penasthan msis ke laspirkan:

3 KTP Pihak Yang Merugikan

b. Surst Keteranzan Tangeuns Tawab Mutlak (SKTIM)

< Surat Pemyatasn Penyverahan Barang Jaminm (jika ada)

4. Surat Kussa untuk Menjual Melelang fika adg)

¢ Surat Penagihan (SPn) Pertanaa, Kedua, dan Ketiza

£ Sura Teguras Melalstdom Kewajiban Pembaysran

& Lapora Wazprasiasi

& Hawl Putssan Majelis Pertimbangan Penyelessian Kerugian Negara
i Surst Keputusan Pembebanan Pengrantisn Kerugian (SKP2K)

Demukian kami kzporian atas perhanamnya kami ucapican serima kasih.
Kepala Samuan Kana
Tembusan :

% Diisi nama saman kerja tewpas terjadinya Kerugian Negara.

2023, No.984
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Format 32
Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Tempat, tanggal. . ...
Lampiran © Satu berkas
Hal Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth. Kepala ..................c......

Sehubungan dengan hal tersebut i atas, dengan hormat saya mengajukan
permohonan pengurangan taginan negara karena jumiah yang tesah ditaginh kepada saya
temyata ledin besar darpada yang seharusnya saya bayarkan sesual dengan

SKTIM/SKP2KS/SKP2K™ (sebutkan nomor, tanggal, penhal surat
dimaksud) Berdasarkan SKTJM/SKP2ZKS/SKP2K™ dimaksud seharusnya saya dwajdian
membayar ganli kerugian negara sebesar Rp . (.. ferblang ), namun
yang ditagihkan kepada saya sebesarRp....................... (...terbiang.. ) dan saya telah
melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara melaki sebesar Rp
(...terbilang....)

Berkenaan dengan hal tersebul, Saya mengajukan permonhonan pengurangan tagihan
negara dgengan bukti pendukung mengena: adanya jumiah tagihan penggantian kerugian
negara yang lebih besar daripada yang seharusnya sesual SKTIM/SKP2KS/SKP2K™
dimaksud

Demikian disampaikan permohonan mi. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

%) Dws nama safuan kena lemped lenadinys kerugran negara
**} P salat satu
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Format 33
Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

2023, No.984

Tempat, fanggal..............

Lampiram S-Hll berkas
Hal © Permohanan Pengembalian Kelehinan Setoran

Sehubungan dengan hal iersebut di atas, dengan hosmal saya mengapian
permohonan pengembalian kelebiian pembayaran/setoran a1as ganti kerugian negara yang
5aya bayarkan berdasarkan SKTJMSEPZKSSKPIKT .. [sehutkan
namar, rarrqg-ar permal sunw-wmahw:a} fan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat
Kepala . . T nomar ... ... tanggal ......................... perinal
. ketebinan pembayalanrsmnran atas ganhi kerugian negam dimaksud
s.ebes.ar Rp .......................... {...terbéang...).

Borkenaan dengan hal tersebut, Saya mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran/seloran alas ganli kerugian negara dan lerlampir saya sampaikan
biukti pendukung pengembalian kelebaan setoran dimaksud

Demikian disampalkan permaohonan inl, alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

*] Ditsi nama sahian kana tampal tafadinya kerugian negars
**] Pitiy salah safu.

Flt. KEFALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADINGGAR WIDYASANTI
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